WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan
modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan
usaha lainnya;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015
tentang Penambahan  Penyertaan Modal Pemerintah
Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Pemerintah Daerah
Kota Cirebon telah menetapkan Penambahan Penyertaan
Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten, Tbk, sebesar Rp. 1.728.631.800,00 (satu milyar
tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh
satu ribu delapan ratus rupiah) dan rencana dialokasikan
pada Tahun Anggaran 2016 tetapi tidak ada realisasi

pencairan anggaran, maka perlu untuk menganggarkan
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kembali penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kota Cirebon tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten, Tbk;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri

A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

Menetapkan

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN
BANTEN, Tbk.

Pasal 1

(1) Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan
penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
sebesar Rp. 1.516.344.000,00 (satu milyar lima ratus
enam belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu
rupiah) yang diprioritaskan untuk mempertahankan
komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah
Kota Cirebon.

(2) Penetapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggarkan pada Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

(3) Dalam hal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten, Tbk, tidak menyampaikan penagihan atau
permohonan realisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka penyertaan modal dimaksud dapat
dianggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun berikutnya.

Pasal 2
(1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) diakumulasikan dengan jumlah

penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya.
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(2) Jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan
sebelumnya sampai dengan Tahun 2015 sebesar
Rp. 4.259.907.630,98 (empat milyar dua ratus lima
puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu enam
ratus tiga puluh koma sembilan puluh delapan rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :

a. Sampai dengan Tahun 2006 sebesar
Rp. 3.155.562.161,98 (tiga milyar seratus lima puluh
lima juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus
enam puluh satu sembilan puluh delapan sen
rupiah);

b. Tahun 2008 sebesar Rp 1.104.345.469,00
(satu milyar seratus empat juta tiga ratus empat
puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan
rupiah); dan

c. Tahun 2015 ditetapkan sebesar
Rp. 1.728.631.800,00 (satu milyar tujuh ratus dua
puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu
delapan ratus rupiah) tetapi tidak ada realisasi
pencairan anggaran.

(3) Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah
Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini
sebesar Rp. 5.776.251.630,98 (lima milyar tujuh ratus
tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu

enam ratus tiga puluh koma sembilan delapan rupiah).

Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon
pada Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 9, Seri A) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 September 2018
Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 5 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 5 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :

(5 / 120 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
7 . *KEPALA\BAGIAN HUKUM
7 DAN HAK ASASI MANUSIA,S—

CHANDRA BIMA?

ry

MANA, SH., MM.

- (Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003



